
BUPATI KONAWE SELATAN
PROVITSI SULAWISI TENG}G}ARA

PERATURAIT BUPATI KONAWE SELATAN
ItoMoR , 4.L TAIIUil 2OLa

TENTANG

PERUBAIIAN PERATURAIT BT'PATI KOITAWE SELATAN
NOMOR 11 TATIUIT 2017 TEIITANG PEMBERIAN PEITGIIARGAAN KEPADA

APARATI'R SIPE IVEGARA DAN NOIT APARATUR SIPIL IVEGARA
BERPRESTASI DI LIITGKUNGAIT KABT'PATTIT KONAWE SELATAIT

DENGAN RATIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BUPATI NOITAWE SELATAIT,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 undang-Undang
Nomor 5 tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara

menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah
menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan,

kejujuran, kedisiplinan dan prestasi keda dalam
melaksanakan tu gasnya dapat diberikan penghargaan ;

b. bahwa pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang telah
menyumbangkan pikiran, kar5ra, karsa, atau cipta dan
darma bakti yang bermanfaat bagr pemerintah

Kabupaten Konawe Selatan perlu diberikan
penghargaan;

c. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan nomor 11

Tahun 2Ol7 tentang Pemberian Penghargaan Kepada

Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara

Berprestasi Di Lingkungan Kabupaten Konawe Selatan

belum mengatur secara spesifik mengenai indikator
penilaian kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara

yang akan mendapatl<an penghargaan ;



Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

d. berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang perubahan

Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor l1 Tahun 2017
tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil
Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentalg pembentukan

Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
24, Tambahan kmbaran Negara Nornor 4267);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2otl tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e1;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi
Pemerintahan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tarrrbah,an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 201 1 tentang

Penilaian Frestasi Ke{a Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor l2l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s2s8);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSIIAIT:
MCNCTAPKAN: PERUBAHAIT PERATURAN BUPATI KOI{AWE SELATAITNOMOR 11 TAIITIN 2OI7 TEITTAITG PEMBERIAN

PEITGHARGAAIT I(TPADA APARATT'R SIPIL I{TGARA DAJTilOIY APARATT'R SIPIL IIEGARA BERPRESTASI DILII{GKIII{GAIT PEMERIIYTAH KABT'PATEI{ KOITAWE
SELATAIT.

Pasal I
1. Ketentuan ayat (1) pasal g diubah, sehingga pasa_l g

berbunyi sebagai berikut:

( 1) Pernberian biaya perj alanan umrah sebagairnana
dirnaksud pada pasal 7 huruf b diberikan kepada
Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil
Negara melalui biro per1.alanan urnrah/travel

. . 
sesuai peraturan perundang_undangan;

(2)Biaya perJ'a_lanan paket urnrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruhkebutuhan biaya yang diperlukan dalam
pelaksanaan peg'alanan umrah terrnasuk uang
saku;

(3)Besaran biaya paket umrah dan paket uang
ditetapkan rnelalui APBD Kabupaten Konawe
Selatan.

Pasal 8

Indikator Penilaian terhadap kategori
penghargaan kepada ASN dan
sebagairnana dirnaksud datarn pasal
sebagai berikut:

2. Pasal 15 diubatr dan ditambah 1 (satu) huruf
sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Indikator Penilaian

Pasal 15

pemberian
Non ASN
6 adala}.



a- Indikator penilaian kategori The Best Inovation
(inovasi) adalall:
1. Kreatifitas Kerj'a;
2. Ide dan gagasan;
3. Dampak inovatif begi lingkup unit kerja dan

OPD;
4. Dampak inovasi bagi pernerintatr daeralr

Ka.bupaten Konawe Selatan;

b. Indikator penilaian kategori The
Perform€Lnce (Disiplin dan Kineda) adala}.:
L. Kinerja;
2. Kedisiplinan;
3. Moral dan perilaku;
4. Integritas dan kepatuhan;
5. Ketaatan beragafira;
6. Kerjasarna; dan
7. Tanggungi awab/ akuntabilitas ;

Best

c- Indikator penilaian kategori rhe Best working
Etos (Etos Kerja):
1. Semangat kerja;
2. Keuletan keda;
3. Disiplin kerja;
4. Masa pengabdian;
5. Patuh pada atasan (loyalitas); dan
6. Tanggungi awab/ akuntabilitas;

d. Indikator penilaian kategori The Best Non ASN:
1-. Berprestasi rninirnal tingkat provinsi dan

mewakili Pemda Konawe Selatan pa.da tingkat
nasional;

2. Berkontribusi terhadap pernbangunan daerah
dan/atau ;

3. Merniliki inovasi bagr kemajuan pernerintal-
daeratr;



Pasal If

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan.
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